Jakarta, 27 September 1984

Nomor
: 098/3199/PUOD

Kepada 

Sifat

:




Yth. 1. Para Gubernur KDH Tk I Seluruh Indonesia 

Lamp
: 



       2.  Para         Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tk II seluruh Indonesia 

Hal
: Usulan pengiriman
 

 







  Pejabat ke Luar Negeri


  


  .
  

SURAT EDARAN

Bersama ini dengan hormat mengharapkan perhatian Saudara mengenai hal-hal yang menyangkut usulan pengiriman pejabat daerah ke Luar Negeri sebagai berikut:

1. Akhir-akhir ini proses administrasi pengiriman pejabat daerah ke Luar Negeri sering mengalami hambatan yang disebabkan oleh sempitnya waktu untuk menyelesaikan izin keberangkatan bagi yang bersangkutan di tingkat pusat dan bahkan sering pula dijumpai usulan dari daerah terlambat kami terima. Disamping itu disinyalir banyak pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah yang melakukan perjalanan ke Luar Negeri tidak sesuai dengan tertib prosedur yang berlaku.

2. Setiap pengiriman/perjalanan dinas ke Luar Negeri yang dilakukan oleh pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah hana dapat dilaksanakan atas persetujuan Pemerintah Pusat cq. Departemen Dalam Negeri dan Sekretariat Kabinet RI, baik yang dibiayai oleh APBN/APBD maupun yang tidak dibiayai oleh APBN/APBD.

3. Persetujuan Pemerintah Pusat diberikan atas dasar pertimbangan manfaat, hasil guna dan daya guna bagi Pemerintah, khususnya bagi Pemerintah Daerah yang bersangkutan.

4. Permintaan persetujuan dimaksud disampaikan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I masing-masing disertai dekomendasi kepada Menteri Dalam Negeri yang selanjutnya akan diproses di tingkat Pusat.

5. Sesuai dengan surat Menteri Muda//Sekretaris Kabinet RI tanggal 27 Maret 1984 No. B.230/M.Reskab/3/1984 yang diantaranya menyatakan bahwa permintaan izin keberangkatan tersebut sudah harus diterima di Sekretariat Kabinet RI selambat-lambatnya 2 (dua) minggu sebelum keberangkatan, maka untuk dapat menyelesaikan izin dimaksud tepat pada waktunya, permintaan izin keberangkatan ke Luar Negeri tersebut hendaknya sudah dapat diterima di Departemen Dalam Negeri selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum keberangkatan yang direncanakan.

6. Perjalanan ke Luar Negeri yang bersifat pribadi dalam rangka mempergunakan hak cuti, hanya dapat dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri atas rekomendasi masing-masing Gubernur Kepala Daerah Tingkat I.

Dalam Rekomendasi tersebut perlu dijelaskan:

a. Tempat-tempat yang dituju,

b. Tujuan kunjungan,

c. Lamanya kunjungan,

d. Yang menanggung biaya perjalanan.

e. Yang menyertai perjalanan.

Demikian untuk mendapat perhatian..

        SALINAN DARI SALINAN


A.n . MENTERI DALAM NEGERI

            DENGAN ASLINYA


       SEKRETARIS JENDERAL,

KEPALA BAGIAN KEPEGAWAIAN

         Cap. TTD.

(BOENTORO, Sarmud Sospol)



     ASWISMARNO

NIP. 010011052

TEMBUSAN :

1. Yth. Bapak Menteri Dalam Negeri  sebagai laporan.
2. Yth. Bapak Menteri Luar Negeri.
3. Yth. Bapak Menteri Muda/Sekretaris Kabinet RI.
